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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 04 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBAMGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Menimbanag

Mengingat

KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah dipandang perdu membentuk Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
yang merupakan unsur pendukung pelaksanaan otonomi daerah
Kabupaten Luwu Timur;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu
menetapkan peraturan daerah tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provins
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Momor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran MNegara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Momor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4554);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor B2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

. Keputusan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan
Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Menetapkan

dan
BUPATI LUWLU TIMUR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATAKERIA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWLU
TIMUR.

BAB I
KETENTLUAN LIMLIM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

2. Daerah Otonom sefanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur;

Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan uwrusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas — luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang — Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
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(1)

(2)

Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyal batas — batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang — undangan;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
Kabupaten Luwu Timur;

Pemerintah Daerah, adalah Bupati Luwu Timur beserta Perangkat Daerah sebagal
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur;

Bupati adalah Bupati Luwu Timur;

BABR II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini  dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur,
masing —masing :

Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Badan Pemberdayaan Masyarakal, Perempuan dan Desa.
Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi.

Kantor Ketahanan Pangan.

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Rumah Sakit Umum Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja.

Lemhaga Teknis Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai kedudukan
sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

mET T SemeAn oW

BAB III
INSPEKTORAT
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Pasal 3

Inspektorat adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang
Pengawasan Fungsional Daerah yang secara teknis operasional berada di bawah
koordinasi Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur vang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dalam hal keuangan dan
kepegawalan bertanggunajawab kepada Sekretaris Daerah.
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Pasal 4

Inspektorat memputivai ugas membante Bupatl dalam penyalenggaraan Pemenntahan
Daerah di bxlang Pengawasan.

Fasal 5

Dalam menyelenggarakan iugas, Inspektorat sebegalimana dimaksud pada pazal 4 di
atas, mempunyai fungsi :

QN oo

(1}

(2}
(3]

(1)

PeErorcanaan program pengaweasan,
Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan,

Pemeriksaan, pengusutan, pengujian darn penilyian twgas pengawasan.

Pengelolaan  administrasi  umum  metputl  ketatalaksanaan,  kepegawatan,
perengkapan dan peralatan.

Pelaksarman tugas lain yang diberikan plen Bupalbr se<sual dengan bugas dan

ungsinyd.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal &

Susunan Organisas| Inspekitoral terdin dar :

a. Inspekiur.
b. Sekeetaciat terdin dan -
1. Sub Bagian Perenanaan;
Z. Suhb Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegowalar:.
c. Inspektur Permbanky Wilayah I terdiri dan
1. Seks| Pengawas Pemerintdah Bidang Pembangunan; dant
2. Seksl Pengawas Pemerniah Bidang Pemerntaban dan Kemasyarakatan.
. Inspekiur Pembanty Wilayah II terdits darl -
1. Scksi Pengawas Pemerintah Bidarg Pembangunan; dan
2. Seksl Pengawas Pemerintah Bidang Pemeninkahan dan Kemasyarakakan,
e. Inspekiur Pembanty Wilayah IIE tercdin dan -
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; dan
2. Seksl Pengawas Femertntah Budang Pemerin@han dan Kemasyarakakan.
f. ¥=lompok labatan Fungsional.
Bagan Struktur Organisasi Inspextorat sebegaimanz tercantum pada lampiran I
merupakan bagian yang tdak terpisatkan dan Peraturan Daerath ini.
Uratan tugas pokok dan fungs jabatzan dimaksud pada ayat {1 pesal inl, akan
diatur dan ditetapkan dengan Faraturan Bupet,

BAB IV
BADAN PERENCANAAN PEMBAMGUNAN DAFRAN
Faragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Pasai 7

Badan Perencandan Pembangunan Dasrah adalah unsur penumiang Pemerintah
Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Taerah.
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Badan Perercanastn Pembangunan Dasrah dipimpin oleh seovang Kepala Badan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupatl melalui Sekretarns

Daarah,

Pasal B

Bacdan Perencanaan Pembangunan Daersh mempunyai bugas membanty Bupab dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di badandg Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pacal 4

Datam  menyelenggarakan  tugas, Badon  Perencanzan Pembangunan  Daerah
sebagaimana dimakswd pasal 8, mempunyai furgsi

a.
b.
c. Pembinzan dan pelaksanaan tugas dt bidang perencanazn pembangunan, lithang

h.

L2}

Perumusan kebijakan tzknis dl bidang perencanaan pembangqunan, litbang dan
peranaman modal.
Pengkoordinasian penyusunan perercanasan pembangunan.

dan penanaman modal.

Pelaksanaan perwlltlan dan pengembangan terhadap potensi daerah dalam
perencanaan pembangunan daerah.

Pendataan, pemantayan, analisis, evaluas dan pelaporan hasil-hasil pembangunat
daerah.

Penyusunan pembangurian daerah jangka panjang, ima Bhonan dan rencana kerja
permbangunan darah.

Pengelolaan  administrasi wmum  melipati | ketatalaksanaan,  kepegawaian,
periengkapan ¢an peralatan.

Pedaksanaan tugas lain yang diberikan olkeh Bupatl sesuar dengan [ugas dan
fungsinya.

Parzgraf 2
Susunan Drgahisas| Badan Ferencanaan Fembangunan Claarah
Fasal 10

Susunan Qrganlsasl Badan Farencanaan PFembangunan Dasvah terdiv darl .

a. Kepala Badan.
b. Sekretanat berdiel dani
1. Sub Baglan Perencanaan;
2. Sub Bagan Keuangan; dan
3. Suby Bagian Umum dan Kepegawaian.
£. Bidang Ekonomi kerdiri dari :
1. Sub Bldang Pertaman, Kehutanan dan Kelautan: dan
Z. Sub Bldang Pengembangan Perekonomian;
d. Bidang Sosial Budaya terdik dad
1. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Clah Raga, Kebwdayaan, Panwisata dan
Keschatan; dan
2. Sub Blidang Pengembangan Sosial Budaya;
e Bidang Pengembangan Infrastruktur terdid dari
1. Sub Bidang ke-PU-an, Perhubungan, Telekomunikasi dan Pertambangan
Energr; dan
2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup:
£, Bidang Statistik, Penelilan dan Pengemnbandgan terdin dar
1. Sub Budarkg Statrebk dan Fenslitian; dan
2. Sub Bidang Monitoring, Evaluast dan Pelaporan;
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Ridang Penanaman Modal terdin dac
1. Sub Bidang Promosi dan Kerjassama; dan
2. Sub Bidang Pelayanan dan Pengendalian.

. Falmpok Jabatzn Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Ferencangan Pembangunan Daerab sebagaimana
tercantum pada lampiran IT merupakan Dagian yang Hdak Bemisabkan  darl
Feraturan Daseah Ini.

Uralan tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayst (1} pasal ini, akan
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupead.

BAE V
BADAN KEPEGAWAILAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAM DAERAH
Paragraf i
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungst Qrganizasi
Fasal 11

Badan Kepegawsian, Pendidikan dan Palabhan Daecah adalah unsur penunjandg
Pemerintah Daerah di bidang Kepegawalan, Pendidlkan dan Pelatihan Daerah.
Badan Kepagawaian, Fendidikan dan Pelatihan Daerah dipimpin oleh seorang
¥epala Badan yang berada di bawah dan bertangoung jawab kepada Bupati melalui
Cekretaris Daerah.

Fasal 12

Badan Kepegawsian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyal tugas melbksanakan
Hrusan Olonomi di bidang Kepegawailan, Pendidikan dan Peladhan Dasyah dalam rangka
pelaksanaan tugas desentralisasi dan wgas pembantuan.

Fasal 13

Dalam menyslenggamkan tugas, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatbhan Daerah
sebagaimana dimaksud pasal 12 di atas, mempunyai fungs

. a. Perumusan kebijakan lekne di bidang Kepegawaran, Percdidikan dan Pelatihan
Daerah.
b. Pemberian dukungan ates penyelenggaraan pemerintzhan daerah d1 bidang

.

(1}

Kepecgwaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian, Pendidkan dan
Pelatihan Daerah.

Fengelolaan  adrunlstrasl  umom  melpbuti ketatalaksansan,  kepegawaian,
perigrngkapan dan peralatan,

Pedaksanaan tugas lin yang diberidan gleh Bupatl sesual dengan twgas dan
furmgsinya.

Paragrar 2
Susunan Oeganisast Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatinan Daerah

Pazal 14

Susunan Organisast Badan Kepegawaian, Perwlidikan dan Pelatihan Caerah terdicl

dari -
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3. Kepala Badan.
b. Sekretarat terdin danl
1. Sub Bagian Perencanaan,
Z. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bzagian Umum dan Kepegawaian.
<. Bldang Perencanaan dan Evaluash terdiri dari .
1. Sub Bidang Perencanaan Kepegawasian; dan
Z. Sub Bidang Evaluasi dart Pembinaan Pegawai.
d. Bwdang Dokumentasi dan Pengelolaan Data Pegawai terdini dan
1. Sub Bidang Cokumentasi dan Informasi; dan
2. Sub 8idang Pepgolahan Data Pegawai,
2. Bidang Mutasi dan Kesgjahteraan Pegawai terdid darl -
1. Sub Bidang Mulasi; dan
2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
f. Bidang Pengembangan S0M Aparatur dan Diklat berdin dan
1. Sub Mdang Pangembangan SOM Aparatur; dan
2. Sub Bidang Diklat.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2} Eagan Sruktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatiban Daersh
sebagalmana fercantum pada lampiran I merupakan bagian yang bdak
terpisahkan dan Peraturan Caerah in.

{3} Uralan tuges pokok dan fungs Jaban dimaksud pada ayat (1} pasal ini, akan
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupab,

BAB VI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, FEREMPUAMN CAN DESA
Paragrar 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organlsas)
Fasal 15

f1} Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa adalah unsur penunjang
Pemerinkah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perenipuaan, dan Ceca,

(2] Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa dipimpin oleh seorang
Kepala Badan yang berada dl bawah dan bertanggung jawsh kepada Bupati melalui
Sekretans Daerzh.

Pazal 16

Badan Pembendayaen Masyarakat, PFerempuzan, dan Desa mempunyai  ugas
melaksanakan Urusan Ctonomi di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan
Desa dalam rarkgke pelaksanaan tugas desentralisasi dan fugas pembantusn,

Pazal 17

Dalam menvelenggarakan tugas, Badan Pemberdavaan Masyarakal, Perempuan, dan
Cresa sebagaimana dimaksud pasal 16 di atas, mempunyai fungsi

a. Perumusan kebijakan teknes o sdang Femberdayaan Masyaratat, Perampuan, dan
Cesa.

b. Pemberian dukungan ates penyelenggaraan pemerintghan daerah o bkdang
Pemberdayasan Masyarakat, Perempuar, dan Desa.

c. Pembinaan dan pelaksanaan fugas 4 bidang Pemberdayasn  Masyarakat,
Perempuan, dan Desa.

.
-1



(1)

()

(3)

(1)
(2

. Pengelolaan administrasi umum meliputi  ketatalaksanaan, kepegawaian,

perlengkapan dan peralatan.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesual dengan tugas dan

fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa
Pasal 18

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa terdin
dari

a. Kepala Badan.
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
1. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat;
2. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat; dan
3. Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial

Budaya.
d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan;

2. Sub Bidang Perlindungan Anak; dan

3. Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
e. Bidang Pemberdayan Desa terdiri dari :

1. Sub Bidang Bina Kelembagaan Desa;

2. Sub Bidang Bina Keuangan Desa; dan

3. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Struktur Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa
sebagaimana tercantum pada lampiran IV merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dar Peraturan Daerah ini.
Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAE VII
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERAH

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Pasal 19

Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah adalah unsur pelaksana
Pemerintah Kabupaten di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah.
Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah dipimpin oleh seorang Kepala
Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.



Pasal 20

Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah mempunyal tugas membantu Bupat
dalam penyelenogaraan Pemerintahan Daerah di bidang Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahberah,

FPasal 241

Calam menyelenggarakan tugas, Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah
sebagaimana dimaksud pada pasal 20 di atas, mempunyal fungs! :

+}

c-

Perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan  Keluarga
Sejahterah.

Permmberlan dukungan ates penyelenggaraan pemetintahan daerah dl bidang
Keluarga Berencana dan Kekiarya Sejahberah.

Pambinaan dan pelaksanaan bigas di tidang Keluarga Berencana dan Kelparga
sejatiterah.

. Pengedolaan administrasi umum meliputi | ketatalaksanaan, kepegawaian,

periengkapan dan peralatan.

. Pelakmanaan hugas lain yang diberkan oleh Bupetl sesuei dengan tugas dan

fungsinya.
Paragraf 2

SUSUNAN CRGANISASI
Pasal 22

{1} Susunan Crganisasi Badan Keluarga Barencana dan Kelyarga Sejahterah terdivl darl

{2}

(3}

3. Kepala Badan.
b. Sekretarizt terdini dari -
1. Sub Bagian Perencandan;
2. Sub Baglan Keuwamgan; dan
3. Sub BEagian Umum dan Kepagawalan.
¢. Bdang Pelayanan Kaluarga Berencana dan Kesehaton Reproduksi terdird dari
1. Sub EBidang Pelayanan Keluarga Berencana; dan
2. 5ub Bidarg Kesehatan Reproduks).
d. Bidarmg Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edulcasi berdin dan -
1. Sub Bidang Advokas: den Edukasi; dan
2. Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Data Keluarga.
a. Bldang Keluarga Sejahtarah terdin dant
1. Sub Bidang Penguatan Kskembagaan; dan
2. 5Ub Bidang Penyaluh Keluarga Berencana.
f. Uit Pelaksana Teknis.
d. Kelompok Jabatarn Fungsonal.
Bagan Struktur Organisasi Badan ¥eluamga Berencana dan Keluarga Sejahtera
cebagaimana tercantum pada lampiran ¥ merupakan bagian yang bdak Erpisahkan
dar Feraturan Dasrah inl.
Uralan twges pokok dan fungs jabatan dirmaksud pada ayat (1) pasal ini, akan
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

rila



BAB VIII
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LIMGELUINGAN TAERAH
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Furkgs Onganisasi
Pagal 23

{1} Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah  unsur  penunjang
Pemerintab Dagrah di bidang Lingkungan Hidup.

{Z) Bgdan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dipmpin oleh seprang Kepala
Badan yang berada of bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalul
Sokretaric Daerah.

Pacal 24

Badan Pengendallan Dampak Lingkurgan Doerah mempunyvai igas melaksanakan
Urusan Owonomi di bidang Ungkungar: Hidup dalam rangka pelaksanaan  tugas
desentralisasi dan lugas pembantuan,

Fasal 25

Dalam menyelapggarakan tugas, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
sebagaimana dimaksud pasal 24 di atas, mempunyai furngsi -

a. Perumuosan kebijakan teknis di bsdang Lingkungan Hidup.

b. Pemberign dukungan akas penyelengoarsan  pemerintahan daerabh di hidang
Lingkungan Hdup.

. Pembinaan dan pelaksanaan bgas di bidamg Logkungan Hidup.

d. Pengelnlaan adnunlstrast  wmum o malipotl kefatalaksanaan, kepegawaian,
perlengkapan dan perzlatan.

e. Pelaksanaan tugas lein yang diberikan oleh Bupat sesuai dengan fugas dan

fursinya.

Faraqraf 2
Swsunan Omganisasi Badan Lngkungan Hidup
Pasal 26

{1} Susunan Organisasi BEadan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah tevdinl dan

a. Kepala Badan.
b. Sekretariat bertliri dari
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. 5ub Baglan Keuargan; dan
2, Subr Bagian Umum dan Kepegawalkan.
¢. Bldang Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan terdin dari -
1. Sub Bldang Pemberdavaan dan Pelestaran Sumber Daya Alam; dan
2. Bub Bidang Peningkatan Kapesitas Kelembagaan Sumber Daya Manusia,
g, Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan terdin dari
1. Sub Bidang AMDAL, UKL/UPL; dan
2. Sub Batang Laboratorium.
e, Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan terdin dart :
1. Sub Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Penegakan Hukum: dan
2. Sub Bldang Pengendalian dan Pemulihan.
LInit Pelaksana Teknis
g, Kelompok Jabatan Fungskonal,

|
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Bagan Shruktur Badan Pengendallan Dempak Lingkungan Daerah aeba-galrnana!
tercantum pada lampiran ¥l merupakan bagian yang tidek terpisahkan tlar

Peraturan Dagrah 10l N
Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupal.

BAE IX
KANTOR PERFUSTAKAAN, ARSIP DAERAH, DAN [HIKUMENTASI
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Furkgsi Crganisasi
Pasal 27

Kantoe Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi adafah unsur pelsksara
EFemerintah Kabupaten di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi.
Kantor Pempustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentas| dipimpin oleh searang Kepala
Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati owelalul
Sekretanls Daerah.

Pasal 28

Kartor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentass mempunyai higas membantu
Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Permustakaart, A&rsip
Caerah, dan Dokymentasi.

Fasal 29

Dalam menvelenggarakan tugas, Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi
sebagaimana dimaksud pada pasal 28 dl atas, mempunyai fungs -

&.

h.

L.

(1]

Perumusan  kebijakan teknis di bidang Perpustakaan, Assip Daergh, dan
Cokumentas.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerin@han daerah di bidang
Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi.

Pembinaan dan pelaksanaan bugas di bidang Perpust@akaan, Arslp Daerah, dan
Dokurmentasi.

Fengelolaan keatausahaan mellputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlergkapan
dan peralatan.

Pelaks==nzan hugas lain yang diberikan cleh Bupali sesuai dengan tugas dan
fungsirya.

Faragraf 2
SUSUNAN ORGANTISAST
Paszal 30

Sysunan Organtsast Kantor Pempustakaan, Amsip Daevah, dan Dokumentasi terdin
darl -

Kepala Kantor;

Eaglan Tate Usaha;

Selsi Perpustakaan

Seksi Kearsipan; dan

Salsl Dokumentas!,

Felompok Jabatan Fungskonal,

TEan o
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Bagan Struktur Organisas! Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi
scbagaimana tercantum pada lampiran VII memnpaksn bagian yang tidak
terpisahkan dan Peraturan Daecah im.

Uraian tugas pokok dan fungs jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan
diztur dan ditctapkan dengan Peraturan Bupati,

BAB X
KANTOR KETAHANAN PANGAN
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungs Urganisasi
Fasal 31

Kantor Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang

Ketahanan Pangan.
Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dl
bawah dan bertznggung jawah kepada Bupalti melziui Sekratars Daerah,

Pazal 32

Kantor ¥etahanan Pangan mempunyal tugas membanty Bupati dalam penyelenogaraan
Pemarmiahan Daerdh d bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 33

Dalam menyslenggarakan tugas, Kantor Kelahanan Pangan sebagaimana dimakswd parla
pasal 32 di atas, mempunyai fungsl

a.
b.

C.
d.

{1

(2]
{3

Perumusan kebdiakan teknls di bidang Ketaharnan Pangan.

Pemberian dukungan atas penvelenggaraan pemerintahan dacrah di  bidang
Ketahanan Pangan.

Fembinaan dan pelaksanaan tugas di bidarg Ketehanan Pangan,

Pengelolaan ketatausstasan meiputi ketatalaksanaan, kepegawalan, peviengkapan

dhan peralatan,
. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tuges dan
fungsinya.
Faragraf 2
SUSUNAN  ORGANIZAST
Pasal 34

Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdini dar -

. Kepala Kanoor:

. Bagian Tat2 Usaha;

Setsl ¥etahanan Pangan;

. Seksi Ifrastruktur dan Distibus! P2ngan; dan

. =eksi Kegmanan Pangan.

Keiompok Jabatan Furkpscnal.

Eagan Struktur Crganisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada
lampiran ¥YIII merupakan bagian yvang tdak terpisahkan dar Peratucan Daerah ini.
Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat {1) pasal Irn, akan
digfur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

P T LT
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BAB XI
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Pasal 35

Kantor Kesatuan Bangsa, Politk dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur
pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat.
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perdindungan Masyarakat dipimpin oleh
seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretars Daerah.

Pasal 36

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perdindungan Masyarakat mempunyai tugas
membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perdindungan
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 36 di atas, mempunyal fungsl .

b.

c.

(1)

{3)

Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perindungan
Masyarakat.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat.

Pengeiolaan administrast  umum  meliputi  ketatalaksanaan, kepegawaian,
periengkapan dan peralatan.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupatl sesual dengan tugas dan
fungsinya.

Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 38

susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
terdiri dari :

Kepala Kantor;

Bagian Tata Usaha;

Seksi Fasilitasi Partai Politik dan Drganisasi Kemasyarakatan;

Seksi Masalah Strategis Daerah dan Penanganan Konflik; dan

Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Ideologi.

Kelompok Jabatan Fungsh:rnal

Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran IX merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah inl.

Uralan tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

mpanow
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BAR XIL
KANTOR PELAYANAN PERLZINAN TERPADL
Paragraf 1
Kadudukan, Tugas Pokok dan Funasl Organisas
Pasal 39
Kartot Pelayanan Perizinan Tefpadu adalah ursur pelaksana Pemerintah Kabupaten
dl bdang Pelayanan Perizinan Tarpadu.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh secrang Kepala Kantor yang
berada di bawah dan bertzngagung jawab kepada Bupaki melalul Sekretaris Dacrah.

Pasal 4

Kantor Pelayenan Perzinan Terpadu mempunyai tugas membanty Bupat dalam
peryeengoarsan Pemerintahan Daerak di bidang Pelayanan Perizinan Tenpadu.

Pazal 41

Dalam menyelenggarakan tugas, Kantor Pelayanan Perzinan Terpadu sebagaimana
dimaksud pada pasal 40 di atas, mempunyai fungsi -

a,
b.

ot
d.

{1}

(2]

{3}

Perumusan kebhakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan Terpac.

Pembenan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah o Didang
Felayanan Perizinan Terpadu.

Fambirnaan dan pelaksanaan tugas of bidang Pelayanan Perizinan Tampadu,
Pergelctaan ketatausahaan melputi ketatalaksanaan, kepegawzizn, perlengkapan
dan peralatan,

Polaksanaan tugas lain yang diberlkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
furgsiriya.

Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
Po=al 42

Susuwnan Organisasl Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdid dan

Kepala Kantos;

Bagian Tata Usaha;

Seksi Perizinan;

Seks| Felayanan; dan

Seksi Bina Program dan Informasi,

. Kelpmpok labatan Fungsional.

Bagan Struktur Omanisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana
tercantum pada lamplran ¥ merupakan bagian yang bdak terpisahkan dan
Peraturan Daerah ini

Uraian Tugas pokok dan fungsl labatan dimakewd pada ayat (1) pasal ini, akan
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupat.

ol =



BAB XIII
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Paragral 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Pasal 43

(1} Rumah Sakit Umum Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di

(2)

bidang Rumah Sakit Umum Daerah.
Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di bidang Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 45

Dalam menyelenggarakan tugas, Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud
pada pasal 44 di atas, mempunyal fungsi :

a
b.

C
d.

2,

(1)

(2)

(3)

. Perumusan kebijakan teknis di bidang Rumah Sakit Umum Daerah.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Rumah
Sakit Umum Daerah.

. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Rumah Sakit Umum Daerah,

Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan
dan peralatan.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesual dengan tugas dan

fungsinya.

Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 46
Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari -
Direktur;
Bagian Tata Usaha;
Seksi Pelayanan;

Seksl Penunjang Medis; dan

Seksi Perencanaan dan Pengawasan.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Esagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum
!_,:ren_-da lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
il

Uraian Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

shoanfnow
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BAE XIV
SATUAN POLIST PAMONG PRAJA
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Pasal 47

Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di
bidang Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,

Pasal 48

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan dan Ketertiban.

Pasal 49

Dalam menyelenggarakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud
pada pasal 48 di atas, mempunyai fungsi

a.
b.

C
d.

(1)

(<)
(3)

Perumusan kebijakan teknis di bidang Polisi Pamong Praja.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Polisi
Pamong Praja.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Polisi Pamong Praja.

Pengelolaan administrasi umum meliputi  ketatalaksanaan, kepegawalan,
perlengkapan dan peralatan.

. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupali sesual dengan tugas dan

fungsinya.

Paragral 2
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 50

Susunan Organisasl Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

Kepala Satuan;

Bagian Tata Usaha;

Seksi Pengamanan dan Operasi;

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan

5eksi Penyuluhan dan Pembinaan.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Eagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada
lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

=panod
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BAB XV
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 51

(1) Inspektur dan Kepala Badan adalah jabatan eselon IL/b.

(Z) Sekretaris pada Badan, Inspektur Wilayah pada Inspektorat dan Kepala Satuan
adalah jabatan eselon I11/a.

(3} Kepala Bidang pada Badan dan Direktur pada RSUD adalah jabatan eselon I11/b.

(4) Kepala Sub Bagian, Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPT pada Inspektorat,
Badan, Kantor dan RSUD adalah jabatan esslon IV/a.

(5) Kepala Sub Bagian pada UPT adalah jabatan eselon IV/b.

Pasal 52

(1} Pejabat eselon II/b dan eselon IIIfa serta pejabat eselon III/b sebagaimana
dimaksud pasal 51 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Daerah ini diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pejabat eselon IV/a dan IV/b sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (4) dan (5)
Peraturan Daerah ini dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas
pelimpahan kewenangan oleh Bupatl.

BAR XVI
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 53

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional
terbagi dalam berbagai kelompok sesual dengan bidang keahlian dan
keterampilannya.

(2) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-
undangarn.

BAB XVII
TATA KERJA
Pasal 54
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing

maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah serta instansi lain
diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing,

Pasal 55
Penjabaran lebih lanjut tentang tugas dan fungsi masing-masing Inspektur, Bappeda dan

Lembaga Teknis Daerah akan diatur dalam suatu uraian tugas yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

=
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BAE XVWTIT

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 56

Pemangku jabatan pada Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknls tetap memangku
jabatannya sampai dengan dilakukanmya pelantikan terhadap pejabat bary berdasarkan
Pergturan Daerah ini.

BAE MIX
KETENTLIAN PENUTUP
Pasal 57

Dengan bDerlakanya Peraturan Deersh ni, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomer 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Omganisasi dan Tata Kerfa Lembaga
Teknls Daerah Kabupaten Luwu Timur dinyatakan dicabut dan bidak bedaku lagl.

Pasal 58

Hal-hai yang belum diatur dalem Peraturen Daersh ini sepanjang  mengenai
pelaksanaanmya akan diatur kemudian dengan Peratu=an Bupati atau Kepubusan Bupat.

Fazal 55
Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada anogal divndangian.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraburan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur,

Ditetapkan ¢ Malili
pada tanogal ¥ Jvli 2008

BLIPA&UWU TIMUR,

fL-H. ANDI HATTA M}

Diundargkan di Mallh
pada tanogal W Iwll 208

SEKRETARIS DAERAH KABLIPATEN LLWLU TIMUH,

e

A.T.UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWD TIMUR TAHUN 2008 NOMOR &4
- 1% -
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=7 . STRUKTUR KELEMBAGAAN . Lameran Vil Persturan Daersh Kabupalen Lowy Timie

DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN LUWU TIMUR

=

BAGLAN TATA LUSAHA, 7
HELOMPOH JAAT N
FUMGEIDHAL
7 SENS] PERPUSTAKALN k ﬁ SEME! MEARSIPAN SEXS] DOKLMENTAS]
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KANTOR KETAHANAN PANGAN
KABLIPATEN LUWL TIMUR
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KABUPATEN LUWU TIMUR
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BAGLAN TATA USAMA
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STRUKTUR KELEMBAGAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
FABLFATEN LUWL TIMUR

KEPALA SATLIAN

Lampran Kil Paraturan Daerah  Liwl Timir
Hofres 04 Ttatum

EEL OMP JAEAT A
FUNDEDND

BAGIAN TATHA LISAHA

SEKS] PEMGAMANAN DN
QIPERAST

SEWE] PENYEL [ AN
DU PERYIDECAN

SERSI PENYULLEAN DAN
PEMBINALN

BUPAT Hm_.._._..___r_ TIMUR,

H. ANDIHATTA M




_ sTrutur KECEMBAGAAN .. Larrpiran
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hormar 04 Tanun

X1 Pemturan Dasrah L, e

FABLIPATEN LUWL TIMUR

DIREKTUR

1

TR _. BAGIAN TATA USAHA

W EL MO, JARATA
FURQEON A

SEXS] PELAYAMAN SEXGI FENUNIANG SERST FERENCANAL
WEDES CIAN PENGAWASAN

m_..mub._,_m_.__.___.._;_ TIMUR,

m.. H. ANDIHATTA M




